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BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR    79A   TAHUN  2010

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI TEKNIS PERSIAPAN PENGALIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

	Menimbang
	:
	a.
	bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dilimpahkan kewenangannya kepada Pemerintah Kabupaten Bantul dan harus dilaksanakan mulai     1 Januari 2011;



	
	
	b.
	bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan selama ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan Republik Indonesia, sehingga diperlukan transfer knowledge dan koordinasi teknis persiapan pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kepada Pemerintah Kabupaten Bantul;

  

	
	
	c.
	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Koordinasi Teknis Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kepada Pemerintah Kabupaten Bantul;



	Mengingat
	:
	1.
	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;



	
	
	2.
	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;



	
	
	3.
	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentua Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; 



	
	
	4.
	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun;



	
	
	5.
	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;



	
	
	6.
	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;



	
	
	7.
	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;



	
	
	8.
	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;



	
	
	9.
	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;



	
	
	10.
	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;



	
	
	11.
	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;



	
	
	12.
	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;



	
	
	13
	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tahah;



	
	
	14.
	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;



	
	
	15
	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;



	
	
	16.
	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;



	
	
	17.
	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2009;



	
	
	18.
	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2009 tantang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010;



	
	
	19.
	Peraturan Bupati Bantul Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010;



	
	
	20.
	Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010;




MEMUTUSKAN  :

	Menetapkan
	:
	

	KESATU
	:
	Membentuk Tim Koordinasi Teknis Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kepada Pemerintah Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia Tim sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan  Bupati ini.



	KEDUA
	:
	Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. melakukan koordinasi untuk merumuskan teknis persiapan pengalihan BPHTB kepada Pemerintah Kabupaten Bantul;

b. menyusun jadwal tahapan pengalihan BPHTB ke Pemerintah Kabupaten Bantul;

c. menyiapkan Peraturan Daerah tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Peraturan Pelaksanaannya;

d. melakukan koordinasi dengan KPP Pratama Bantul berkaitan dengan pelatihan dan pemagangan bagi pegawai Pemerintah Kabupaten Bantul;

e. menyiapkan dan memantau pelatihan bagi pegawai Pemerintah Kabupaten Bantul khususnya pengetahuan tentang PBB dan BPHTB;

f. menyiapkan dan memantau pemagangan bagi pegawai Pemerintah Kabupaten Bantul di KPP Pratama Bantul; dan

g. melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak berkaitan dengan SDM dibidang penilaian tanah dan bangunan.



	KETIGA
	:
	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010.



	KEEMPAT
	:
	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bantul

pada tanggal  9 Maret 2010 

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Kepala Kanwil DJP Derah Istimewa Yogyakarta;

3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;

4. Kepala KPP Pratama Kabupaten Bantul;

5. Kepala BPN Kabupaten Bantul;

6. Kepala DPKAD Kabupaten Bantul;

7. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;

8. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;

9. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul

10. Yang bersangkutan;
      Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN 

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR      :   79A TAHUN 2010

TANGGAL  :   9  MARET  2010

SUSUNAN DAN PERSONALIA

TIM KOORDINASI TEKNIS PERSIAPAN PENGALIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KEPADA PEMERINTAH

KABUPATEN BANTUL

	NO
	JABATAN

DALAM TIM


	JABATAN DALAM DINAS
	NAMA



	1.
	Pembina
	Bupati Bantul
	

	2.
	Pengarah
	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
	

	3.
	Ketua I


	Kepala DPKAD Kabupaten Bantul
	

	4.
	Ketua II
	Kepala KPP Pratama Bantul
	

	5,
	Sekretaris
	Kepala BPN Kabupaten Bantul
	

	6.
	Anggota
	1. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul

2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul

3. Kepala Bidang Pendapatan DPKAD Kabupaten Bantul

4. Kepala Bidang Anggaran DPKAD Kabupaten Bantul

5. Kepala Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Kabupaten Bantul

6. Kepala Seksi PDI KPP Pratama Kabupaten Bantul

7. Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Kabupaten Bantul

8. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan DPKAD Kabupaten Bantul

9. Kepala Seksi Pengelolaan Pendapatan DPKAD Kabupaten Bantul


	


BUPATI BANTUL,

                                  




     M.IDHAM SAMAWI 

